ANALISIS PENGARUH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, memiliki 
wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “klasifikasi belanja daerah menurut 
kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja 
tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara 
langsung dan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung 
terdiri dari 3 komponen belanja yaitu: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; 
dan Belanja Modal”. 
Belanja Modal digunakan pemerintah daerah untuk pembelian atau 
pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
bulan. Pemanfaatan aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh 
publik berupa infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya, 
jembatan, lampu penerangan jalan, trotoar, stadion, rumah sakit, bandara, rambu 
lalu lintas, sedangkan fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh 
publik atau tidak berhubungan langsung dengan publik seperti gedung 
pemerintahan. 
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja 
Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
menambah atau menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah 
daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal didasarkan 
pada kebutuhan daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah 
maupun untuk fasilitas publik (Ulum, 2010). Besarnya Belanja Modal 
menunjukkan persentase pengeluaran Belanja Modal terhadap Belanja Daerah. 




dikali 100%. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah dari tahun 2016-
2018 tersaji pada Gambar 1.1. 
 
Sumber : Data BPS yang Diolah, 2020 
Gambar 1.1 
Persentase Realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah  
Pemerintah Provinsi di Indonesia 
Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah pemerintah provinsi di 
Indonesia tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif, dimana setiap tahunnya ada 
yang mengalami kenaikan Belanja Modal dan sebaliknya yang signifikan. Secara 
keseluruhan persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah pemerintah 
provinsi tahun 2016-2018 masih tergolong rendah, yaitu di bawah 20%. Terdapat 
beberapa provinsi yang konsisten persentase Belanja Modalnya di atas 20% yaitu 
provinsi DI Yogyakarta, provinsi Kalimantan Utara, provinsi Sulawesi Utara, 
provinsi Sulawesi Tenggara dan provinsi Maluku Utara. 
Belanja daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan ”Belanja Modal merupakan 
klasifikasi dari belanja daerah, dimana sumber-sumber yang mempengaruhi 
Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima”. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 
“sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), 




Penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendanaannya sendiri 
berdasarkan kemampuan yang dimiliki yaitu berupa PAD. PAD menjadi bagian 
sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan 
pusat dan daerah mengacu pada sistem pemerintahan negara. Konsekuensinya 
setiap daerah dituntut meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah 
tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (Martini, dkk., 2019). 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah menyatakan “PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah”.  
Sumber PAD yang utama berasal dari Pajak Daerah. Setiap daerah 
mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan 
pemerintah daerah setempat. Pajak merupakan komponen pendapatan yang sangat 
penting bagi pemerintah daerah, karena pajak merupakan sumber pendapatan asli 
daerah terbesar. Besarnya pendapatan Pajak Daerah menunjukkan kontibusi Pajak 
Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini diperoleh dari realisasi pendapatan 
Pajak Daerah dibagi Pendapatan Daerah dikali 100%. Persentase Pajak Daerah 
terhadap Pendapatan Daerah pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 
disajikan pada Gambar 1.2. 
 
Sumber : Data BPS yang Diolah, 2020 
Gambar 1.2 
Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah 




Persentase pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapata Daerah antar 
provinsi sangat jauh berbeda. Terdapat beberapa provinsi yang persentase Pajak 
Daerahnya konsisten di atas 40%, yaitu provinsi Sumatera Utara, provinsi DKI 
Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, 
provinsi Banten, provinsi Bali, dan provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, 
terdapat juga provinsi yang persentase Pajak Daerahnya tergolong rendah yaitu di 
bawah 20% seperti provinsi Aceh, provinsi Kalimantan Utara, provinsi Maluku 
Utara, provinsi Papua Barat dan provinsi Papua. Semakin besar persentase Pajak 
Daerah terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian 
pemerintah daerah yang tinggi. Dengan meningkatnya pendapatan Pajak Daerah, 
diharapkan dapat meningkatkan Belanja Modal. 
Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari 
daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi 
daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan 
perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini 
menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan pemberian sumber 
keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal 
masing-masing daerah. 
Pemerintah pusat mengalokasikan pendapatan transfer yang bersumber 
dari APBN kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan untuk mendanai 
kebutuhan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH menurut 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah “dana yang bersumber dari 




persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi”. Sedangkan DAK merupakan dana yang dialokasikan oleh 
pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional khusus. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan “DBH bersumber 
dari pajak dan sumber daya alam”. Besarnya penerimaan DBH tergantung pada 
besarnya penerimaan pajak dan sumber daya alam pada masing-masing provinsi. 
Persentase DBH terhadap Pendapatan Daerah pemerintah provinsi di Indonesia 
tahun 2016-2018 disajikan pada Gambar 1.3. 
 
Sumber : Data BPS yang Diolah, 2020 
Gambar 1.3 
Persentase Realisasi DBH terhadap Pendapatan Daerah 
Pemerintah Provinsi di Indonesia 
Persentase DBH terhadap Pendapatan Daerah pemerintah provinsi di 
Indonesia tahun 2016-2018 secara keseluruhan tergolong rendah yaitu berkisar di 
bawah 10%. Terdapat beberapa provinsi yang persentase DBH-nya tergolong 
tinggi seperti provinsi Riau, provinsi Sumatera Selatan, provinsi Kepulauan Riau, 
provinsi DKI Jakarta, provinsi Kalimantan Timur dan provinsi Papua Barat. 
Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan 
pajak dan potensi sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap penerimaan 
DBH yang diperoleh oleh masing-masing pemerintah daerah. 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan “pengalokasian 




kriteria”. Salah satu kriteria tersebut adalah mempertimbangkan kemampuan 
keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat dari APBD. Persentase DAK 
terhadap Pendapatan Daerah pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 
disajikan pada Gambar 1.4. 
 
Sumber : Data BPS yang Diolah, 2020 
Gambar 1.4 
Persentase Realisasi DAK terhadap Pendapatan Daerah 
Pemerintah Provinsi di Indonesia 
Berdasarkan Gambar 1.4 di atas diketahui bahwa sebagian besar 
pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018 memiliki rata-rata 
persentase realisasi DAK terhadap Pendapatan Daerah berkisar di atas 20%. Hal 
ini mengindikasikan bahwa masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah. 
Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang.  
(Priambudi, 2017) menyebutkan “konsep Multi-Term Expenditure Framework 
(MTEF) yang menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan 
kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget 
capability) dalam pengelolaan aset untuk jangka panjang”. 
Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, 
dimana pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah digunakan untuk 
membiayai sejumlah kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan 




masing-masing daerah. Rencana pembangunan jangka panjang seperti 
meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Salah satu bentuk 
pengalokasian dana investasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
adalah dengan alokasi Belanja Modal. Untuk meningkatkan fasilitas sarana dan 
prasarana publik, pemerintah daerah menggunakan sumber-sumber pendapatan 
daerah untuk lebih diprioritaskan terhadap pengalokasian Belanja Modal. 
Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-
2019, program kerja yang menjadi fokus utamanya adalah pembangunan 
infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari masifnya pembangunan-pembangunan 
inftrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia, seperti jalan nasional, jalan tol, 
jembatan, bendungan, pelabuhan, kereta api dan bandara. Selain itu, ditunjuknya 
Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 membuat pemerintah 
melakukan pembangunan dan perbaikan venue olahraga dan infrastruktur seperti 
Light Rail Transit (LRT) di Kota Palembang dan Kota Jakarta yang menjadi 
lokasi pelaksanaan pesta olahraga terbesar kedua di dunia tersebut. Pembangunan 
infrastruktur yang menjadi program kerja utama pemerintah pusat tersebut 
didukung oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai 
wewenang untuk menata daerah masing-masing. Berdasarkan laman website 
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) (www.sirup.lkpp.go.id) 
dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir pemerintah daerah khususnya pemerintah 
provinsi banyak melakukan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di 
berbagai wilayah. 
Pembangunan infrastruktur seperti gedung dan bangunan, jalan dan 
jembatan, mesin dan peralatan, serta irigasi dan jaringan merupakan komponen-
komponen dari Belanja Modal. Masifnya pembangunan infrastruktur yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap bertambahnya 
alokasi Belanja Modal. Dengan bertambahnya alokasi Belanja Modal, pemerintah 
daerah diharuskan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk 
membiayai Belanja Modal tersebut. Pajak Daerah, DBH dan DAK merupakan 
sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk 




pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk 
belanja daerah yang bersifat produktif seperti dialokasikan untuk Belanja Modal. 
Penelitian yang mengkaji pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal 
(Sudika & Budiartha, 2017) dan (Intani, 2018) mengungkapkan Pajak Daerah 
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Selanjutnya, penelitian (Wandira, 
2013) dan (Laksono, 2016) yang mengkaji pengaruh DBH terhadap Belanja 
Modal mengungkapkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 
Kemudian, penelitian yang mengkaji pengaruh DAK terhadap Belanja Modal 
(Sugiyanta, 2016) dan (Mutia, 2017) mengungkapkan DAK berpengaruh positif 
terhadap Belanja Modal. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik 
untuk melakukan analisis mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah 
terhadap Belanja Modal pada pemerintah provinsi di  Indonesia tahun 2016-2018. 
Sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
Pajak Daerah, DBH dan DAK. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka 
penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan 
Daerah Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka 
masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Provinsi di Indonesia? 
2. Bagaimana pengaruh DBH terhadap Belanja Modal pada Pemerintah 
Provinsi di Indonesia? 
3. Bagaimana pengaruh DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah 
Provinsi di Indonesia? 
4. Bagaimana pengaruh secara simultan Pajak Daerah, DBH dan DAK 




1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, peneliti membatasi masalah 
dalam penelitian ini agar lebih terfokus. Objek penelitian dilakukan pada 
Pemerintah Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Periode 
pengamatan yang diambil adalah 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 
dengan tahun 2018. Variabel penelitian yang digunakan adalah Pajak Daerah, 
DBH, DAK dan Belanja Modal. 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk: 
1. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Provinsi di Indonesia. 
2. Mengetahui pengaruh DBH terhadap Belanja Modal pada Pemerintah 
Provinsi di Indonesia. 
3. Mengetahui pengaruh DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah 
Provinsi di Indonesia. 
4. Mengetahui pengaruh secara simultan Pajak Daerah, DBH dan DAK 
terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh sumber-
sumber pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah, DBH dan DAK 
terhadap pengalokasian Belanja Modal. Selain itu juga dapat digunakan 
untuk mengetahui secara detail mengenai organisasi sektor publik. 
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran oleh Pemerintah 
Provinsi di Indonesia dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan 
daerah secara lebih produktif, tentunya digunakan untuk meningkatkan 




Pemerintah daerah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana 
publik dengan meningkatkan persentase pengalokasian Belanja Modal. 
3. Hasil penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan 
mengontrol kinerja pemerintah provinsi di Indonesia mengenai 
penggunaan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk 
Belanja Modal, dengan demikian dapat terciptanya pemerintahan yang 
bertanggung jawab dan transparan. 
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk 
penelitian selanjutnya di bidang akuntansi terutama mengenai Analisis 
Laporan Keuangan, serta dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan ilmu akuntansi.  
